PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

KEWENANGAN RANGKAP JABATAN KEPALA DESA
SEBAGAI PPAT SEMENTARA

OLEH :

MOH FAYED ALKATIRI, S.H.
NIM. 032014253009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS KEWENANGAN RANGKAP JABATAN ... MOH FAYED ...



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEWENANGAN RANGKAP JABATAN KEPALA DESA
SEBAGAI PPAT SEMENTARA

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Airlangga

OLEH :

MOH FAYED ALKATIRI, S.H.
NIM. 032014253009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS KEWENANGAN RANGKAP JABATAN ... MOH FAYED ...



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 22 April 2022

Dosen Pembimbing Utama :

Dr. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H.
NIP. 196010301987012001

Dosen Pembimbing Kedua :

Dr. AgusSekarmadji, S.H., M.Hum.

NIP. 196808101992031002

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

L

Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.,M.H.
NIP.198003202005012002

ii
TESIS KEWENANGAN RANGKAP JABATAN ... MOH FAYED ...



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

pada tanggal 22 April 2022

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002

Anggota : 1. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 196808101992031002

2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001

3. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001°

4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001

iv
TESIS KEWENANGAN RANGKAP JABATAN ... MOH FAYED ...



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Moh Fayed Alkatiri, S.H.
NIM : 032014253009

Dengan ini menyatakan bahwa:

i

TESIS

Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan
hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya
orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi
lainnya;

Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam
daftar kepustakaan; ,

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang
telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya
sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

at pernyataan,
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MOTTO

“Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Inginkan,

Kita Harus Bersabar Terhadap Sesuatu Yang Kita Tidak Sukai”
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ABSTRAK

Pasal 19 UUPA dan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 mengisyaratkan sangat
diperlukannya pejabat yang dapat membatu BPN dalam menjalankan tugasnya.
Pejabat tersebut dikenali sebagai PPAT. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan
Jabatan PPAT Untuk wilayah terpencil serta belum terdapat PPAT umum dapat
ditunjuk Kepala Desa Setempat sebagai PPAT Sementara. Pasal 5 ayat (3) huruf (a)
jika dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (h) Peraturan Jabatan PPAT,
dinyatakan bahwa PPAT tidak diperkenankan merangkap jabatan lainnya yang
dilarang oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan beragam
pemahaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Apakah Pelaksanaan
Tugas Rangkap Jabatan Kepala Desa Yang Ditunjuk Sebagai PPAT Sementara
Termasuk Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan?, 2. Apa
Karakteristik Hukum Kepala Desa Sebagai PPAT Sementara ? Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sumber
bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan skunder. Hasil penelitian ini
yang pertama, dalam ketentuan Pasal 26 huruf (0) UU No. 6 Tahun 2014, jika
dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat (2)
huruf (h) Peraturan Jabatan PPAT, dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa
dapat merangkap jabatan sebagai PPAT Sementara dan hal tersebut tidak
menimbulkan permasalahan kewenangan. Yang kedua, Karakteristik Camat
sebagai PPAT Sementara tersebut salahsatunya adalah Camat memiliki status yakni
sebagai seorang PNS. Kepala BPN RI dapat menunjuk Camat sebagai PPAT
Sementara yang pada hakikatnya merupakan Pejabat Pemerintah yang ditunjuk
karena jabatannya (Ex Officio). Selanjutnya karakteristik Kepala Desa sebagai
PPAT Sementara salah satunya ialah merupakan pejabat pemerintahan desa dan
termasuk masyarakat sipil/bukan seorang PNS. Penunjukan Kepala Desa sebagai
PPAT Sementara dapat dilakukan setelah adanya penelitian mengenai keperluan
adanya PPAT Sementara yang didasari oleh lokasi Desa yang terpencil dan telah
memiliki banyak bidang tanah yang telah terdaftar.

Kata Kunci : Kepala Desa; PPAT Sementara; Akta Pertanahan.
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ABSTRACT

Article 19 Basic Agrarian Law and Article 7 Government Ordinance No. 24
Year 1997 indicates that there is an urgent need for officials who can assist
National Land Agency in carrying out their duties. The official is known as Land
Deed Officer. Article 5 paragraph (3) letter (a) Land Deed Officer Position
Regulations For remote areas and in case there is no general Land Deed Officer;
the Subdistrict Head can be appointed as a Temporary Land Deed Officer. Article
5 paragraph (3) letter (a), regarding to Article 7 paragraph (2) letter (h) of the
Land Deed Officer Position Regulations, it is stated that Land Deed Officer is not
allowed to hold other positions that are prohibited by laws and regulations, that
can cause to various understandings. The formulation of the problem in this study
is 1. Is the implementation of the dual position of the Subdistrict Head appointed as
a temporary Land Deed Officer prohibited by laws and regulations? 2. What are
the legal characteristics of the Subdistrict Head as a temporary Land Deed Officer?
This study uses a legal research method, a statutory approach, and a conceptual
approach; the sources of legal materials are primary and secondary legal sources.
The results of this study are first, in the provisions of Article 26 letter (0) of Law
No. 6 of 2014, regarding to the provisions in Article 5 paragraph (3) letter (a) and
Article 7 paragraph (2) letter (h) of the Regulation on Position of Land Deed
Officer, it can be concluded that the The Subdistrict Head can hold concurrent
positions as an Official for Making Land Deeds while it does not cause problems
of authority. Second, the characteristics of the Subdistrict Head as Land Deed
Officer is that the Subdistrict Head is a civil servant. The Head of Indonesian
National Land Agency may appoint the Subdistrict Head as a Temporary Land
Deed Officer who is essentially a Government Official appointed by virtue of his
position (Ex Officio). Furthermore, The appointment of the Subdistrict Head as
Temporary Land Deed Officer can be done after research on the need for a
Temporary Land Deed Officer based on the remote location of the Village and
already having many registered plot of land.

Keywords: Subdistrict Head; Temporary Land Deed Officer; Land Deed.
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